BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188/644 mrun 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS DIGITAL
UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menmimbang

Mengingat

a.

DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik d:
bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di desa/kelurahan, khususnya penerapan aplikasi digital
pembuatan  surat-surat keterangan/dokumen  yang
berhubungan dengan Pelayanan Administrasi
Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Aplikasi Berbasis Digital untuk Pelayanan
Administrasi Kependudukan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal
82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk = Hukum Daerah,
menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa
menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan
membentuk Tim pembahasan rancangan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54795);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025},
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang [Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373},

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahu 2011
tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 362);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 20105

tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara
Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1228);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 325},

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256};

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236j;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19}.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Penggunaan Aplikasi Berbasis Digital
untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Penggunaan Aplikasi Berbasis Digital untuk

Pelavanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Sukoharjo Tahun 20183,




b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Penggunaan Aplikasi Berbasis Digital
untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; dan

c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

ETIGA . Semua biaya vyang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

Lt

EMPAT . Keputusan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal S OHObor 208

BUPATI SUKOHARJO,

.

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Sekretaris  Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo,

. Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukocharjo di
Sukoharjo;

. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

. Kepala Bagian Hukum Sekretanat

Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharijo;

. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor . )8 EVe TAMHON 200

Tanggal . S o/ftrober IO &

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS DIGITAL UNTUK
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

| NO | JABATAN/NAMA KEDUDUKAN| KETERANGAN

| ' DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
i dalam pelaksanaan
l | kegiatan.
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung | Bertanggung  jawab
- Sukoharjo jawab terhadap seluruh
, pelaksanaan keglatan
3. IAsisten Pemerintahan Sekretaris | Koordinator | Mengkoordinasikan
Daerah Sukoharjo pelaksanaan
S o _ kegiatan.
4. | Kepala Dinas Kependudukan dan Ketua Bertanggung jawab
Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo | atas pelaksanaan
B kegiatan
5. | Kepala Bagilan Hukum Sekretariat| Sekretars Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuail bidang
| tugasnya.

6. !Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Anggota Bertanggung jawab
| Administrasi Kependudukan  pada sesual bidang
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan tugasnya.
Sipil Kabupaten Sukoharjo

" Pencatatan Sipil pada Dinas sesual bidang
1

' Kependudukan dan Pencatatan Sipil tugasnya.

' Kabupaten Sukoharjo

|
[
\ 7. !Sekretaris Dinas Kependudukan dan Anggota Bertanggung jawab
I‘

. 8. il{epala Bidang Pelayanan Pendaftaran Anggota Bertanggung jawab

@Penduduk pada Dinas Kependudukan sesual bidang
'dan  Pencatatan Sipil Kabupaten tugasnya.
' Sukoharjo

- 9. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Anggota Bertanggung jawab

| Sipil pada Dinas Kependudukan dan sesual bidang
Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tugasnya.

.
—_——— . -
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10. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Anggota Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang

tugasnya.

11. | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Anggota Bertanggung jawab

| f Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
; tugasnya.

12. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Anggota Bertanggung jawab
Undangan pada Bagian Hukum sesuai bidang
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya. g

13. | Kepala Seksi Teknologi Informasi pada Anggota Bertanggung jawab 5

. Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang
| Kabupaten Sukoharjo __ tugasnya,

14. l Kepala Seksi Tata Kelola Sumber Daya Anggota Bertanggung jawab

| Manusia  Teknologi Informasi dan sesuai bidang
Komunikasi pada Dinas kependudukan tugasnva.
dan Pencatatan Sipil Kabupaten

i Sukoharijo | | |

15, | Kepala Seksi Sistem Informasi Anggota Bertanggung jawab |

| gAdministraSi Kependudukan pada Dinas sesual bidang

; Kependudukan dan Pencatatan Sipil tugasnya.

| Kabupaten Sukoharjo _

16. | Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota Bertanggung jawab
Kepegawalan pada Dinas Kependudukan sesuai bidang
dan Pencatatan Sipil Kabupaten tugasnya.

- Sukoharjo .
17 ; Arif Zaini Mursidi HS,S.Kom, Anggota Bertanggung jawab
 Administrator Data Base pada Dinas sesual bidang |
| rI»(ep@m:ludl_;lkz-m dan Pencatatan Sipil tugasnya. %
Kabupaten Sukoharjo

18 | Dwi Wahyuni, SH Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum pada Bagian Hukum sesual bidang

tugasnya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

N

WARDOYO WIJAYA



